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MER! AN TAH

RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING
70 VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
{Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI1/2015,
tanggal 18 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : 3

a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan per-
ekonomian nasional diperlukan upaya untuk men-
dorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan
melalui penyesuaian terhadap kebijakan makro-
prudensial;

h. bahwa penyesuaian kebijakan makroprudensial
tetap dilakukan secara proporsional dan terukur
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan;

c. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuan-
gan periu dilakukan penyesuaian terhadap keten-
tuan mengenai perkreditan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana’
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia ten-
tang Rasio Loan To Value atau Rasio Fmancmg
To Value untuk Kredit atau Pembiayaan Propertl
dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan
Kendaraan Bermotor; |

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik indo-
' nesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked-
ua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
_ tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 4962);

2. Peraturan Bank indonesia Nomor 16/11/PBI/2014
tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro-
prudensial {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG HASIO
LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VAL-
UE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI
DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAY-
AAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang di-
maksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
perbankan, termasuk kantor cabang dari bank
yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Sya-
riah sebagaimana dimaksud dalam Undang-UnQ
dang yang mengatur mengenai perbankan sya-
riah.

2 Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
-perbankan.

3. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang yang' mengatur
mengenai perbankan syariah.

4. Properﬁ adalah Rumah Tapak, Rumah Susun, dan
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Rumah Kantor atau Rumah Toko.
Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan
antara tanah dan bangunan dengan bukt_i kepe-
milikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau
akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat
yang berwenang.
Rumah Susun adalah bangunan gedung berting-
kat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional baik dalam arah horizontal
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan
yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, antara lain griya tawang, kondo-
minium, apartemen, dan flat.

Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah

berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai

rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial
antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang.

Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP

adalah kredit konsumsi yang terdiri atas:

a. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian
Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi be-
ragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut
KP Rumah Tapak;

b. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian
Rumah Susun, termasuk Kredit konsumsi be-
ragun Rumah Susun, yang selanjutnya dise-
but KP Rusun; dan

¢. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian
Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, terma-
suk Kredit konsumsi beragun Rumah’ Toko
dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya
disebut KP Ruko atau KP Rukan.

Pembiayaan Properti yang selanjutnya disebut KP

Syariah adalah Pembiayaan konsumsi vang terdiri

atas:

a. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pem-
belian Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan
konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selan-
jutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah;

b. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pem-
belian Rumah Susun, termasuk Pembiayaan
konsumsi beragun Rumah Susun, yang seian-
jutnya disebut KP Rusun Syariah: dan

¢. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pem-
belian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor,

termasuk Pembiayaan konsumsi beragun

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang

selanjutnya disebut KP Ruko Syariah atau KP

Rukan Syariah.
Musyarakah Mutanagisah yang selanjutnya dis-
ingkat MMQ adalah musyarakah atau syirkah
dalam rangka kepemilikan Properti antara Bank
dengan nasabah dengan kondisi penyertaan
kepemilikan Properti oleh Bank akan berkurang
disebabkan' pembelian secara bertahap oleh na-
sabah.
Uang Jaminan yang selanjutnya disebut Deposit
adalah uang yang harus diserahkan oleh nasabah
kepada Bank dalam rangka kepemilikan Properti
yang dilakukan dengan akad ljarah Muntahiya Bit-
tamlik (IMBT).
Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut
Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai Kredit
yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai
agunan berupa Properti pada saat pemberian
Kredit berdasarkan harga penilaian terakhir..
Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut
Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai Pembi-
ayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap
nilai agunan berupa Proberti pada saat pemberian
Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.
Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
yang selanjutnya disebut KKB atau KKB Syariah
adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan
Bank untuk pembelian kendaraan bermotor.
Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar
persentase tertentu dari harga pembelian Properti
atau kendaraan bermotor yang sumber dananya
berasal dari debitur atau nasabah.

Pasal 2 -

Bank Indonesia menetapkan batasan Rasio LTV
atau Rasio FTV KP atau KP Syariah dan batasan
Uang Muka KKB atau KKB Syariah.

Bank wajib memenuhi batasan Rasio LTV atau
Rasio FTV KP atau KP Syariah dan batasan Uang
Muka KKB atau KKB Syariah sebagaimana'dimak-
sud pada ayat (1).

BAB I
PENGATURAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV

Bagian Pertama

Fasilitas Kredit, Nilai Agunan dan Penilaian Agunan

Pasal 3




(1

Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam perhi-
tungan Rasio LTV untuk Bank Umum ditetapkan
sebagai berikut:

a. Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit
yang diterima oleh debitur sebagaimana ter-
cantum dalam perjanjian Kredit; dan

b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai tak-
siran yang dilakukan penilai intern Bank atau
penilai independen terhadap Properti yang
menjadi agunan.

(2) Perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam
perhitungan Rasio FTV untuk Bank Umum Sya-
riah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan sebagai
berikut:

a. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis
akad yang digunakan, yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah
atau akad istishna’ ditetapkan berdasarkan
harga pokok Pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah sebagaimana tercantum
dalam akad Pembiayaan;

2. Pembiayaan berdasarkan akad MMOQ
ditetapkan berdasarkan penyertaan Bank
dalam rangka kepemilikan Properti seb-
agaimana tercantum dalam akad Pembiay-
aan; dan

3. Pembiayaan berdasarkan akad IMBT
ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan
harga Properti dengan Deposit sebagaima-
na tercantum dalam akad Pembiayaan.

b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai tak-
siran yang dilakukan penilai intern Bank atau
penilai independen terhadap Properti yang
menjadi agunan.

Pasal 4

Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai

berikut:

a. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu)
atau beberapa debitur atau nasabah secara kes-
eluruhan pada proyek yang sama sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka
nilai agunan didasarkan pada taksiran yang di-
lakukan oleh penilai intern Bank atau penilai inde-
penden; dan

b. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 {satu)

atau beberapa debitur atau nasabah secara

keseluruhan pada proyek yang sama di atas

Rpb5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka
nilai agunan didasarkan pada taksiran yang di-
lakukan oleh penilai independen.

Pasal 5
Penilai independen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah kantor jasa penilai
publik yang paling kurang memenuhi kriteria:

a. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang;

bh. tidak merupakan pihak terkait dengan Bank;

c. tidak merupakan pihak terafiliasi dengan debitur
atau nasabah dan pengembang yang dinyatakan
dalam surat pernyataan dari kantor jasa penilai
publik (KJPP); dan

d. tercatat sebagai anggota asosiasi penilai indepen-
den atau asosiasi penilai publik.

Bagian Kedua
Rasio LTV atau Rasio FTV
Pasal 6

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Bank yang
memberikan KP dan KP Syariah diatur sebagai beri-
kut:
a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Sya-

riah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun
dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan
22m? {dua puluh dua meter persegi} sampai
dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegil;

2. 85% l(delapan puluh lima persen} untuk KP
Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah
berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT, den-
gan luas bangunan di atas 70m? (tujuh puluh
meter persegi); dan

3. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun,
KP Rumah Tapak, KP Rusun Syariah, dan KP
Rumah Tapak Syariah berdasarkan akad mu-
rabahah atau akad istishna" dengan luas ban-
gunan di atas 70m? (tujuh puluh meter per-
seqgi).

b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Sya-
riah kedua diatur sebagai berikut:

1. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebe-
sar:

a) 80% {delapan puluh persen) untuk KP
Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m?
{dua puluh dua meter persegi) sampai den-
gan 70m? {tujuh puluh meter persegi};

g
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b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ru-
sun dengan luas bangunan sampai dengan
70m? (tujuh puluh meter persegi};

c) 80% (delapan puluh persen} untuk KP
Ruko atau KP Rukan; dan

d) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak dan KP Rusun dengan luas bangu-
nan di atas 70m? (tujuh puluh meter per-

segi).

. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad

murabahah atau akad istishna’ ditetapkan pal-

ing tinggi sebesar:

a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP
Rumah Tapak Syariah dengan luas bangu-
nan 22m? (dua puluh dua meter persegi
sampai dengan 70m? (tujuh puluh meter
persegi);

b} 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? {tujuh puluh meter persegi);

c) 80% (delapan pufuh persen) untuk KP
Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 70% {(tujuh puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah den-
gan luas bangunan di atas 70m? {tujuh pu-
luh meter persegi).

. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad

MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebe-

sar: :

a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP
Rumah Tapak Syariah dengan luas bangu-
nan 22m? (dua puluh dua meter persegi)
sampai dengan 70m? ({tujuh puluh meter
persegi); -

b) 80% {delapan puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

c) 80% {(delapan puluh persen) untuk KP
Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d} 75% (tujuh puluh lima persen) uhtuk KP
Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Sya-
riah dengan luas bangunan di atas 70m?
(tujuh puluh meter persegi).

‘Tapak dengan luas bangunan 22m? {dua
puluh dua meter persegi) sampai dengan
70m? (tujuh puluh meter persegi};

b} 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ru-
sun dengan luas bangunan sampai dengan
70m?2 (tujuh puluh meter persegi);

¢} 70% (tujuh puluh persen} untuk KP Ruko
atau KP Rukan; dan

d) 60% (enam puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak dan KP Rusun dengan luas bangu-
nan di atas 70m? (tujuh puluh meter per-
segi).

. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya ber-

dasarkan akad murabahah atau akad istishna’

ditetapkan paling tinggi sebesar:

a) 70% (tuji_lh puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m?

" {dua puluh dua meter persegi) sampai den-
gan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

b) 70% ({(tujuh puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

¢) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko

| Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah den-
gan luas bangunan di atas 70m? (tujuh pu-
luh meter persegi).

. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya ber-

dasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan

paling tinggi sebesar:

a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m?
(dua puluh dua meter persegi) sampai den-
gan 70m? {tujuh puluh meter persegi);

b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? {tujuh puluh meter persegi);

¢} 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko
Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 65% {(enam puluh lima persen) untuk KP
Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Sya-
riah dengan luas bangunan di atas 70m?

c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Sya-
riah ketiga dan seterusnya diatur sebagai berikut:

1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan Pasal 7
Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan se-
bagaimana dimaksud datlam Pasal 6 wajib memperhi-

(tujuh puluh meter persegi).

paling tinggi sebesar:
a} 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah
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tungkan seluruh KP dan KP Syariah yang telah diteri-
ma debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun

Bank lainnya.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio
FTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ber-

laku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari
total Kredit atau Pembiayaan secara bruto
(gross) kurang dari 5% (lima persen); dan
rasio KP atau KP Syariah bermasalah dari to-
tal KP atau KP Syariah secara bruto {gross)
kurang dari 5% (lima persen).

{2) Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan ber-
masalah dan rasio KP atau KP Syariah bermasalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan
bulanan Bank Umum Syariah periode 2 {dua) bu-

lan sebelumnya.

Pasal 9
Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka

Rasio LTV atau Rasio FTV diatur sebagai berikut:

a. Rasio LTV atau RasiolFTV untuk KP dan KP Sya-
riah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar:

1.

90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun
Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad
IMBT dengan luas bangunan 22m? {dua puluh
dua meter persegi) sampai dengan /0m2 {tu-
juh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen} untuk KP Rusun
dengan luas bangunan 22m2 {dua puluh dua
meter persegi} sampai dengan 70m? (tujuh
puluh meter persegil;

. 80% {(delapan puluh persen) untuk KP Rumah

Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah ber-
dasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan
luas bangunan di atas 70m? {tujuh puluh me-
ter persegi}; dan

70% (tuiuh puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak, KP Rusun, KP Rumah Tapak Syariah,
dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad mu-
rabahah atau akad istishna’ dengan luas ban-
gunan di atas 70m? {tujuh puluh meter per-
seqgi).
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b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Sya-
riah kedua diatur sebagai berikut:

1.

Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebe-

sar:

a) 70% {tujuh puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak dengan luas bangunan 22m? (dua
puluh dua meter persegi} sampai dengan
70m? (tujuh puluh meter persegi);

b) 70% (tujuh puluh persen}) untuk KP Ru-
sun dengan luas bangunan sampai dengan
70m? (tujuh puluh meter persegi);

c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko
atau KP Rukan; dan

d) 60% {(enam puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak dan KP Rusun dengan luas bangu-
nan di atas 70m? (tujuh puluh meter per-
segi).

Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad

murabahah atau akad istishna’ ditetapkan pal-

ing tinggi sebesar:

a) 70% (tujuh puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m?
{dua puluh dua meter persegi) sampai den-
gan 70m? {tujuh puluh meter persegi);

b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

c) 70% (tujuh puluh persen} untuk KP Ruko
Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 80% (enam puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah den-
gan luas bangunan di atas 70m? {tujuh pu-
luh meter persegi).

Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad

MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebe-

sar:

a) 80% {(delapan puluh persen) untuk KP
Rumah Tapak Syariah dengan luas bangu-
nan 22m? {dua puluh dua meter persegi
sampai dengan 70m? (tujuh puluh meter
persegi);

b} 80% {(delapan puluh persen} untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

c) B0% (delapan puluh persen) untuk KP
Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 75% (tujuh puluh Hma persen) untuk KP
Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Sya-
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riah dengan luas bangunan di atas 70m?

(tujuh puluh meter persegi).
¢c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Sya-
riah ketiga dan seterusnya diatur sebagai berikut:

1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan
paling tinggi sebesar:

a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak ‘dengan iuas bangunan 22m? ({(dua
puluh dua meter persegi) sampai dengan
70m? (tujuh puluh meter persegi);

b) 80% {enam puluh persen) untuk KP Ru-
sun dengan luas bangunan sampai dengan
70m? {tujuh puiuh meter persegi);

¢) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko
atau KP Rukan; dan

d} 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak dan KP Rusun dengan luas bangu-
nan di atas 70m? (tujuh puluh meter per-
segi}.

2. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya ber-
dasarkan akad murabahah atau akad istishna’
ditetapkan paling tinggi sebesar:

a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m?
{dua puluh dua meter persegi) sampai den-
gan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko
Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah
Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah den-
gan luas bangunan di atas 70m? (tujuh pu-
luh meter persegi).

3. Untuk KP Svyariah ketiga dan seterusnya ber-
dasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan
paling tinggi sebesar:

a) 70% (tujuh puluh persen} untuk KP Rumah
Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m?
{dua puluh dua meter persegi} sampai den-
gan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ru-
sun Syariah dengan luas bangunan sampai
dengan 70m? (tujuh puluh meter persegi);

¢} 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko
Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah

Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah den-
gan luas bangunan di atas 70m? {tujuh pu-
luh meter persegi).

Pasal 10
Penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk
Kredit atau Pembiayaan selain yang diatur dalam Pas-
al 6 dan Pasal 9 diserahkan kepada kebijakan Bank
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Administratif
Pasal 11
Dalam rangka penetapan Rasio LTV dan/atau

Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

Pasal 9, Bank wajib:

a. memperlakukan debitur atau nasabah suami dan
istri sebagai 1 (satu} debitur atau nasabah kecuali
terdapat perjanjian pemisahan harta yang disah-
kan oleh notaris;

b. meminta surat pernyataan dari calon debitur atau
nasabah yang paling kurang memuat keteran-
gan mengenai KP dan/atau KP Syariah yang ma-
sih berjalan {outstanding) dan/atau yang sedang
dalam proses pengajuan permohonan, baik pada
Bank yang sama maupun pada Bank yang lain;
dan

c. menolak permohonan KP dan/atau KP Syariah
yang diajukan apabila calon debitur atau nasabah
tidak bersedia menyerahkan surat pernyataan se-
bagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Keempat
Tambahan Kredit atau Pembiayaan (Top Up) dan
Kredit atau Pembiayaan_
yang Diambil Alih (Take Over)
Pasal 12

Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pem-
biayaan tambahan (top up) berdasarkan Properti yang
masih menjadi agunan dari KP atau KP Syariah sebel-

umnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) terse-
but diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan
baru; *

b. Rasio LTV atau Rasio FTV Kredit atau Pembiay-
aan sebagaimana dimaksud pada huruf a menga-
cu pada Rasio LTV atau Rasio FTV sebagaimana

3
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dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 9; dan

¢. jumlah Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up)
yang diberikan oleh Bank wajib memperhitungkan
jumiah baki debet Kredit atau Pembiayaan sebel-
umnya yang menggunakan agunan yang sama.

Pasal 13
Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pem-
biayaan dengan mengambil alih (take over) Kredit atau

Pembiayaan dari Bank lain, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Kredit atau Pembiayaan yang hanya ditujukan un-
tuk pelunasan Kredit atau Pembiayaan sebelum-
nya di Bank lain tidak diperiakukan sebagai Kredit
atau Pembiayaan baru; atau

b. Kredit atau Pembiayaan yang disertai dengan
tambahan (top up) diperlakukan sebagai Kredit
atau Pemhiayaan baru sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 12.

Bagian Kelima
Larangan Pemberian Kredit atau
Pembiayaan Uang Muka
Pasal 14

Bank dilarang memberikan Kredit atau Pem-
biayaan untuk pemenuhan Uang Muka dalam rangka
KP, KP Syariah, KKB, dan KKB Syariah kepada debitur
atau nasabah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai Ra-
sio LTV dan/atau Rasio FTV, Bank hanya dapat
memberikan KP atau KP Syariah jika Properti
yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh.

{2) Bank dapat memberikan KP atau KP Syariah den-
gan Properti yang akan dibiayai belum tersedia
secara utuh apabila memenuhi persyaratan seb-
agai berikut:

a. Kredit atau Pembiayaan merupakan KP atau
KP Syariah pada urutan pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;

b. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank
dengan pengembang yang paling kurang
memuat kesanggupan pengembang untuk
menyelesaikan Properti sesuai dengan yang
diperjanjikan dengan debitur atau nasabah;
dan

¢. terdapat jaminan yang diberikan oleh pengem-

bang kepada Bank baik yang berasal dari
pengembang sendiri atau pihak fain yang
dapat digunakan untuk menyelesaikan kewa-
jiban pengembang apabila Properti tidak dapat
diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahteri-
makan sesuai perjanjian.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bank memberikan KP atau KP Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
maka pencairan KP atau KP Syariah dimaksud
hanya dapat dilakukan secara bertahap sesual
perkembangan pembangunan Properti yang dibi-
ayat.

{2} Perkembangan pembangunan Properti yang dibi-
ayai didasarkan atas laporan perkembangan pem-
bangunan Properti yang berasal dari:

a. pengembang, apabila Kredit atau Pembi-
ayaan untuk 1 ({satu) atau beberapa debi-
tur atau nasabah secara keseluruhan pada
proyek yang sama bernilai sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 ({lima miliar rupiah);
atau

b. penilai independen, apabila Kredit atau
Pembiayaan untuk 1 {satu) atau bebera-
pa debitur atau nasabah secara keseluru-
han pada proyek yang sama bernilai di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksa-
naan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam per-
aturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang
didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa
Kredit atau Pembiayaan tersebut merupakan Program
Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dikecualikan dari ketentuan mengenai Rasio
LTV atau Rasio FTV untuk KP atau KP Syariah.

BAB Il
PENGATURAN UANG MUKA KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 18
Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur
atau nasabah dalam rangka KKB atau KKB Syariah
ditetapkan sebagai berikut:
a. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk
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b.

pembelian kendaraan bermotor roda dua;

paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk

pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau leb-

ih untuk keperluan produktif apabila memenuhi
salah satu syarat sebagai berikut:

1. merupakan kendaraan yang memiliki izin un-
tuk angkutan orang atau barang yang dikelu-
arkan oleh pihak berwenang; atau

2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum
yang memiliki izin usaha tertentu yang dike-
luarkan oleh pihak berwenang dan digunakan
untuk mendukung kegiatan operasional dari
usaha yang dimilikinya; dan

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk

pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau leb-

Ih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaima-

na dimaksud dalam huruf b.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 berlaku apabila Bank

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah
dari total Kredit atau Pembiayaan secara
bruto (gross) kurang dari 5% {lima persen):
dan

b. rasio KKB atau KKB Syariah bermasalah dari
total KKB atau KKB Syariah secara bruto
(gross} kurang dari 5% (lima persen).

Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan ber-

masalah dan rasio KKB atau KKB Syariah berma-

salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-

dasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau

laporan bulanan Bank Umum Syariah periode 2

(dua) bulan sebelumnya.

Pasal 20
Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Uang
Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah
dalam rangka KKB atau KKB Syariah ditetapkan seb-
agai berikut:

a.

paling rendah 26% (dua puluh lima persen) untuk
pembelian kendaraan bermotor roda dua:

paling rendah 20% ({dua puluh persen) untuk
pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau leb-
ih untuk keperluan produktif apabila memenuhi
salah satu syarat sebagai berikut: '

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1. merupakan kendaraan yang memiliki izin un-
tuk angkutan orang atau barang yang dikelu-
arkan oleh pihak berwenang; atau

2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum
yang memiliki izin usaha tertentu yang dike-
luarkan oleh pihak berwenang dan digunakan
untuk mendukung kegiatan operasional dari
usaha yang dimilikinya; dan

paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk pem-

belian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b.

BAB IV
PEMERIKSAAN OLEH BANK INDONESIA

Pasal 21
Bank Indonesia berwenang melakukan pemerik-
saan kepada Bank untuk memastikan kepatuhan
Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ini.
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak fain un-
tuk dan atas nama Bank Indonesia guna melak-
sanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1).
Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), Bank Indonesia dapat
berkoordinasi dan bekerjasama dengan otoritas
lain.

BAB V
SANKSI
Pasal 22

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan/atau
Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 18 dan
Pasal 20, selain dikenakan sanksi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dike-
nakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1%
(satu persen) dari selisih antara plafon Kredit atau
Pembiayaan yang diberikan dengan plafon Kredit
atau Pembiayaan yang seharusnya.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 selain
dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana
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dimaksud pada ayat {1) juga dikenakan sanksi
kewajban membayar sebesar 1% (satu persen)
dari plafon Kredit atau Pembiayaan Uang Muka
atau plafon KP dan KP Syariah.

(4) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk me-
nyampaikan rencana pelaksanaan perbaikan (ac-
tion plan) atas pelanggaran Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3).

{5) Bank yang tidak menyampaikan dan/atau tidak
melaksanakan action plan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban mem-
bayar sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
plafon Kredit atau Pembiayaan untuk setiap Kredit
atau Pembiayaan yang melanggar ketentuan.

(B) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenakan setiap akhir bulan untuk periode paling
fama 12 {dua belas) bulan.

Pasal 23
Selain mengenakan sanksi administratif seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bank Indonesia
dapat merekomendasikan kepada otoritas yang ber-
wenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan ke-
wenangan.

Pasal 24
Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban
membayar kepada Bank dengan mendebit rekening
giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank In-
donesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 26
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai
berlaku Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/
DKMP tanggail 24 September 2013 perihal Penerapan
Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pem-
berian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti,
Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti,
dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,
AGUS D. W. MARTOWARDOJO
ttd.
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2015
MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAQOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 141

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/10/PBI/2015
TENTANG
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING
TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK
KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR

L. UMUM

Dalam rangka menjaga pertumbuhan pereko-
nomian nasional agar tetap berada pada momen-
tum yang positif, diperlukan upaya untuk men-
dorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan
melalui penyesuaian terhadap kebijakan makro-
prudensial.

Penyesuaian kebijakan makroprudensial di-
lakukan secara proporsional dan terukur untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut
dilakukan dengan memberikan fleksibilitas yang
lebih besar untuk pemberian Kredit atau Pembi-
ayaan ke sektor Properti dan kendaraan bermo-
tor dengan tetap memperhatikan aspek kehati-
hatian.

Pelonggaran ketentuan perkreditan di kedua
sektor tersebut didasarkan pada pertimbangan
bahwa sektor Properti dan kendaraan bermotor
memiliki multiplier effect yang besar dalam men-
dorong pertumbuhan ekonomi. Upaya yang di-
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tempuh yaitu dengan menurunkan beban biaya
vang ditanggung oleh anggota masyarakat yang
berkeinginan untuk membeli Properti maupun
kendaraan bermotor. Langkah tersebut dilakukan
bersamaan dengan pelonggaran Rasio Loan to
Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit
Properti dan Uang Muka untuk kredit kendaraan
bermotor. -
Namun demikian, agar kebijakan tersebut ti-

dak meningkatkan potensi risiko Kredit atau Pembiay-
aan, maka pelonggaran kebijakan dimaksud dikaitkan
dengan pemenuhan rasio Kredit atau Pembiayaan ber-
masatah yang terjaga.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

 Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas:
Huruf b

Penetapan nilai taksiran mengacu pada
metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum
dalam penilaian agunan yang ditetapkan oleh aso-
siasi dan/atau institusi yang berwenang.
Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyek yang sama”
adalah Properti yang berada pada area yang sama
dan dibangun oleh pengembang yang sama.
Huruf b

Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait dengan
Bank” adalah sebagaimana dimaksud pada ke-
tentuan perbankan yang berlaku mengenai batas
maksimum pemberian kredit.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asosiasi penilai inde-
penden” atau “asosiasi penilai publik” adalah aso-
siasi yang diakui oleh instansi yang berwenang

mengatur kantor jasa penilai publik.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan di-
lakukan dengan menggabungkan seluruh Kredit
dan Pembiayaan yang telah diperoleh debitur atau
nasabah, baik berupa KP dan/atau KP Syariah di
Bank yang sama maupun Bank lainnya berdasar-
kan urutan tanggal perjanjian Kredit atau akad
Pembiayaan.

Dalam hal terdapat tanggal perjanjian Kredit
atau akad Pembiayaan yang sama maka penen-
tuan urutan diawali dari Kredit atau Pembiayaan
dengan nilai agunan paling rendah.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a

. Yang dimaksud dengan “rasio Kredit atau
Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
Pembiayaan” adalah rasio antara jumlah Kredit
atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar,
diragukan dan macet kepada pihak ketiga bukan
Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan ke-
pada pihak ketiga bukan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio KP atau KP
Svariah bermasalah” adalah rasio antara jumlah
Kredit atau Pembiayaan kepada sektor rumah
tangga untuk kepemilikan perumahan dan jumlah
Kredit atau Pembiayaan konsumsi lainnya yang
beragun Properti dengan kualitas kurang lancar,
diragukan dan macet, terhadap total Kredit atau
Pembiayaan pada sektor rumah tangga untuk
kepemilikan perumahan dan jumlah Kredit atau
Pembiayaan konsumsi lainnya yang beragun
Properti.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Contoh penetapan Rasio LTV yang diserahkan
kepada kebijakan Bank adalah Rasio LTV untuk
KP Rumah Tapak dengan luas bangunan sampai
dengan 21m2 {dua pquf\ satu meter persegi}.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12




Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Mengingat Kredit atau Pembiayaan tambahan
(top up) diperlakukan sebagai Kredit atau Pembi-
ayaan baru maka urutan dan besaran Rasio LTV
dan/atau Rasio FTV mengikuti ketentuan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 9.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Perlakuan terhadap Kredit atau Pembiayaan
dengan mengambil alih {take over} Kredit atau
Pembiayaan dari Bank lain yang disertai dengan
Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) disa-
makan dengan Kredit atau Pembiayaan tambahan
(top up}.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15 '
Avyat (1)

Yang dimaksud telah tersedia secara utuh
vaitu telah terlihat wujud fisiknya sesuai yang di-
perjanjikan dan siap diserahterimakan.

Ayat (2)
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Jaminan yang diberikan oleh pengembang ke-
pada Bank dapat berupa aset tetap, aset berger-
ak, bank guarantee, standby letter of credit dan/
atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan
dalam escrow account di Bank pemberi Kredit
atau Pembiayaan.

Nilai jaminan yang diberikan oieh pengembang
paling kurang sebesar selisih antara komitmen
Kredit atau Pembiayaan dengan pencairan yang
telah dilakukan oleh Bank.

Jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat
berbentuk corporate guarantee, stand by letter of
credit atau bank guarantee.

Pasal 16 s/d Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “rasio Kredit atau
Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
Pembiayaan” adalah rasio antara jumlah Kredit
atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar,
diragukan dan macet kepada pihak ketiga bukan
Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan ke-
pada pihak ketiga bukan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio KKB atau KKB
Syariah bermasalah” adalah rasio antara jumlah
Kredit atau Pembiayaan untuk kepemilikan kend-
araan bermotor pada sektor rumah tangga den-
gan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet,
terhadap total Kredit atau Pembiayaan pada sek-
tor rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan
bermotor. |
Avyat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20 dan Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Avyat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi dihitung sebesar 1% (satu
persen dari plafon Kredit atau Pembiayaan Uang
Muka atau plafon KP atau KP Syariah dari setiap
debitur atau nasabah.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (b)

Pengenaan sanksi dihitung sebesar 1% (satu
persen) per bulan dari plafon Kredit atau Pembi-
ayaan dari setiap debitur atau nasabah.

Dalam hal Kredit atau Pembiayaan yang me-
langgar ketentuan tersebut telah dilunasi pada
periode pengenaan sanksi, maka pengenaan
sanksi dilakukan sampai dengan satu periode se-
belum pelunasan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23 s/d Pasal 27

Cukup jelas.
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